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• Permendagri Nomor 4/2007 tentang Tata cara pengelolaan kekayaan milik 
Desa

• UU No. 6 2014 tentang Desa

• Permendagri No 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, 

• Permendagri Nomor 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

• Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

• Permendagri Nomor 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

• PP 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa 

• PP 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

REFERENSI REGULASI
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• PMK Nomor 241/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa

• PMK Nomor 250/2014 tentang Pengalokasian Transfer Dana Desa ke Daerah

• PermenDesa No. 1/2015 tentang Hak Asal Usul

• PermenDesa No. 2/2015 tentang Musyawarah Desa

• PermenDesa No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa

• PermenDesa No. 4/2015 tentang BumDes

• PermenDesa No. 5/2015 tentang Dana Desa

• PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan   PP 47 Tahun 2015 
Tentang Perubahan PP 43

• PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari   APBN dan PP 22 Tahun 2015 
Tentang Perubahan PP 60

REFERENSI REGULASI
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• Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

• Permendagri No 67 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri No. 83 2015

• Permendes No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendesa No. 22 Tahun 
2016 

• Permendes No.19 Tahun 2017 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2018

• Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaa Keuangan Desa

• PERMENDESA-PDTT NO 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENETAPAN PENGGUNAAN DANA DESA 

TAHUN 2019

REFERENSI REGULASI
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Penggunaan Dana Desa

• Pasal 16 Permendagri No 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa

• Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha 
ekonomi produktif yang dikelola oleh 
BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
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• Pasal 28 ayat (4) Permendagri No 20 tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

• Memperkuat Lumbung Ekonomi Desa

• Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa 
Bersama melalui penyertaan modal, 
pengelolaan produksi, distribusi dan 
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian 
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya 
yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan 
perdesaan

Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat untuk BUMDesa

POKOK-POKOK KEBIJAKAN 

PERMENDESA-PDTT NO 16 TAHUN 2018 disampaikan 

oleh Dr. DWI RUDI HARTOYO, AP., S.Sos., M.Si-Kabag 

HUKUM & ORTALA KEMENDESA-PDTT



ROAD MAP PENDIRIAN BUMDESA
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ROAD MAP PENGELOLAAN BUMDESA
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Struktur Organisasi BUM Desa
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MARKETING STRATEGY
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APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDESA
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RUANG KONSULTASI ONLINE BUMDESA

http://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id



BUMDesa BERHASIL

Bagaimana?Bisakah?
ASPEK MINIMAL 

BUMDesa
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ASPEK-ASPEK

Regulasi & 
Kelembagaan

Pengelolaan Usaha DAMPAK KINERJA 
KEUANGAN

KEMITRAAN
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REGULASI & 
KELEMBAGAAN

Proses Pendirian

Apakah melalui 
MUSDES?atau tetiba 
ada?

Legalitasnya

PERDES, AD-ART, SK 
Pengurus

Administrasi Organisasi

Struktur Organisasi, Job 
description, Surat 
Menyurat, Isi Anggaran 
rumah tangga
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Pengelolaan Usaha

Bagaimana Usaha 
BUMDesa dikelola??
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lihatlah

• Keragaman/Jumlah unit usaha yang sudah dikelola oleh BUM 
Desa, aktif, memberikan manfaat dan menghasilkan
keuntungan

• Model Pengelolaan Usaha dikelola secara swakelola / 
kemitraan oleh BUM Desa

• Mengembangkan kerjasama usaha antar Desa dan atau 
dengan pihak ketiga

• Inovasi/Kreativitas  pelayanan yang diberikan pengurus dalam 
meningkatkan kinerja Usaha BUM Desa : penggalangan dana 
masyarakat, pemberdayaan masyarakat, keterjaminan sosial,  
pengembangan usaha pelayanan kepada kastamer dll

• Produktivitas usaha dilihat dari jumlah barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh unit usaha BUM Desa
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dampak Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga 
kerja/ karyawan diunit 
usaha yang berasal dari 
desa

Mitra

Penyerapan tenaga 
kerja/ karyawan diunit 
usaha yang berasal dari 
desa

Penumbuhan Usaha

Penumbuhan usaha baru yang berdampak 
tumbuhnya kewirausahaan masyarakat dan 
menciptakan peluang serta lapangan 
pekerjaan baru bagi masyarakat

Kontribusi Ekonomi

Kontribusi BUM Desa terhadap 
perekonomian masyarakat desa (tumbuhnya 
usaha baru, peningkatan omset usaha baru)



KINERJA KEUANGAN

KINERJA KEUANGAN adalah gambaran kondisi
keuangan perusahaan pada suatu periode
tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan
dana maupun penyaluran dana, yang biasanya
diukur dengan indikator kecukupan modal, 
likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006:239)
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Rasio KINERJA KEUANGAN

alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang 
terdapat pada pos laporan keuangan

ANALISA 
LIKUIDITAS

menunjukan kemampuan 
perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban 
jangka pendek.

ANALISA 
RENTABILITAS

Rasio ini menunjukkan 
tingkat efektivitas tim 

manajemen perusahaan 
dalam menghasilkan laba 

dari dana yang 
diinvestasikan

ANALISA 
PROFITABILITAS

mengukur kemampuan 
perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang 
ditanamkan dalam aktiva 

yang digunakan untuk 
operasinya perusahaan 

untuk menghasilkan 
keuntungan 19



KEMITRAAN

JUMLAH

• Jumlah mitra eksternal (pihak ketiga) yang 
berpatner dengan BUM desa untuk kemajuan, 
promosi dan perluasan jaringan yang 
menguntungkan.

DAMPAK & RAGAM

• Dampak / manfaat kemitraan yang 
menguntungkan bagi desa, BUM Desa

• Ragam / bentuk kemitraan (jenis , bentuk
kerjasama kemitraan yang menguntungkan
bagi tumbuhkembangnya Bum Desa)
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Hak Materi Pengurus 
BUMDesa

Adakah peraturan nya?
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab VIII yang 

membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Pasal 136

(1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan 

menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan 

tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM 

Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan 

pembagian keuntungan.

(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata 

cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi 

pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

(4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

melalui musyawarah Desa.

(5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.



Hak Materi Pengurus 
BUMDesa

Adakah peraturan nya?
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Ayat (2) dengan jelas menyebutkan bahwa organisasi pengelola, 

serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan 

seluruhnya harus diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan hak dan 

kewajiban personel operasional harus diatur didalam Anggaran 

Rumah Tangga (ART) yang ditetapkan oleh Kepala Desa melalui 

Musyawarah Desa saat pembentukan BUM Desa.

Jadi, ketentuan tentang tunjangan kesejahteraan pengelola 

operasional hanya diatur di dalam AD/ART tidak ada Peraturan 

Pemerintah yang mengharuskan besaran atau persentase 

tertentu.
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